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ABSTRAK 
 
 
Tanah hak milik merupakan hak atas tanah yang paling tinggi statusnya 
atau derajatnya di negara manapun. Hak milik selain dapat dialihkan juga dapat 
dibebani hak tanggungan atau dijadikan jaminan dalam pelunasan hutang. Hak 
Tanggungan memang dirancang sebagai hak jaminan yang kuat. Berdasarkan 
uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa suatu 
peristiwa dan tindakan hukum pengalihan tanah warisan yang sedang dibebani 
Hak Tanggungan dan hambatan yang dihadapi oleh debitur atas peralihan hak atas 
tanah tersebut, dan akibat hukum bila ahli waris menolak warisan hak atas tanah 
yang sedang dibebani hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
(penelitian yuridis).  
Hasil penelitian ini yakni bahwa tata cara peralihan hak atas tanah warisan 
yang sedang dibebani hak tanggungan yakni dilakukan dengan mencatatnya pada 
buku tanah serta sertipikat hak tanggungan yang bersangkutan dan pada buku 
tanah serta sertipikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya 
piutang yang dijamin karena pewarisan. Adapun haambatan yang dihadapi oleh 
debitur terkait dengan peralihan hak atas tanah warisan yang masih dibebani hak 
tanggungan yakni debitur atau ahli waris tersebut harus melunasi utang yang 
dijamin dengan hak tanggungan tersebut kepada kreditur/pemegang hak 
tanggungan tersebut terlebih dahulu. Akibat hukum bila ahli waris menolak 
warisan hak atas tanah yang sedang dibebani hak tanggungan yakni bahwa ahli 
waris yang dengan secara tegas menyatakan penolakannya terhadap hak 
warisnya mengakibatkan ahli waris tersebut dianggap tidak pernah ada. 
Penolakan ahli waris atas warisan hak atas tanah yang sedang dalam pembebanan 
Hak Tanggungan tidak mengakibatkan Hak Tanggungan yang sedang 
membebaninya menjadi hapus. melakukan penolakan warisan hanya karena tidak 
ingin melakukan pelunasan terhadap warisan yang sedang terbebani hak 
tanggungan saja. 
 
 
Kata Kunci : Peralihan, Tanah, Warisan, dan Hak Tanggungan. 
  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Land of property is the right to the highest status of the land or its degree in 
any country. Other non-transferable property may also be borne by the mortgage 
or pledged as collateral in the settlement of the debt. Deposit Rights are designed 
as a strong guarantee right. Based on the above explanation, this research aims to 
analyze an event and legal action of transfer of inherited land which is being 
burdened by the Debt Rights and obstacles faced by the debtor over the transfer of 
right to the land, and legal consequences if the heirs reject the inheritance of land 
being burdened with mortgage rights. This research is legal research (juridical 
research).  
The result of this research is that the procedure of transition of the right of 
inheritance land which is burdened by the dependent rights is done by recording it 
on the land book and the certificate of the related mortgage and on the land book 
and the certificate of rights which is burdened based on the letter of proof of the 
switched receivable transfer due to inheritance. The haambatan faced by the debtor 
associated with the transfer of rights to inherited land that is still burdened by the 
mortgage right that the debtor or heirs must pay off the debt secured by the 
mortgage to the creditor/holder of the mortgage rights first. The legal consequence 
of the heirs rejecting the inheritance of the right to the land under the right of 
dependents is that the heirs who expressly reject their right of inheritance result in 
the heir to be considered absent. The rejection of the heirs over the inheritance of 
land rights that are currently in charge of the Deposit Rights does not result in 
the Deposit Rights being burdened to be abolished. 
 
Keywords: Transition, Land, Inheritance, and Deposit Rights. 
  
 
 
 
 
BAB IV 
 
PENUTUP 
 
 
1.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka sebagai jawaban 
dari permasalahan yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 
1. Tata cara peralihan hak atas tanah warisan yang sedang dibebani hak 
tanggungan yakni dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah serta 
sertipikat hak tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah serta 
sertipikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang 
yang dijamin karena pewarisan. Adapun haambatan yang dihadapi oleh 
debitur terkait dengan peralihan hak atas tanah warisan yang masih dibebani 
hak tanggungan yakni debitur atau ahli waris tersebut harus melunasi utang 
yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut kepada kreditur/pemegang hak 
tanggungan tersebut terlebih dahulu, sehingga jika utang tersebut sudah 
dilunasi, maka pihak kreditur/pemegang hak tanggungan akan melepaskan 
hak tanggungan atau mau menerbitkan surat keterangan/pernyataan lunas 
guna sebagai syarat mengajukan penghapusan hak tanggungan (roya hak 
tanggungan) di kantor pertanahan. 
 
2. Akibat hukum bila ahli waris menolak warisan hak atas tanah yang sedang 
dibebani hak tanggungan yakni bahwa ahli waris yang dengan secara tegas 
menyatakan penolakannya terhadap hak warisnya mengakibatkan ahli waris 
tersebut dianggap tidak pernah ada. Penolakan ahli waris atas warisan hak 
atas tanah yang sedang dalam pembebanan Hak Tanggungan tidak 
  
 
 
 
 
mengakibatkan Hak Tanggungan yang sedang membebaninya menjadi hapus. 
Dengan demikian kreditur tetap dapat melaksanakan haknya terhadap hak 
atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan bila debitur wanprestasi. Akibat 
hukum bagi ahli waris yang menolak warisan adalah tereksekusinya objek 
Hak Tanggungan. 
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